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ABSTRACT

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah permasalahan global yang masih belum terselesaikan hingga saat
ini. Akibat dari adanya pandemi Covid-19, seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis
multisektoral yang berdampak pada aspek kesehatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta
kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk
menangani pandemi Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, hingga Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum efektif untuk
mengatasi persoalan pandemi Covid-19, apalagi jika melihat varian baru Covid-19 yaitu Omicron, maka dibutuhkan
kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan yaitu melalui penerapan
karantina wilayah atau Lockdown. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara
dalam menanggulangi peningkatan kasus Covid-19 melalui penerapan karantina wilayah atau lockdown. Dalam penelitian
ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan karantina wilayah pada saat kasus
Covid-19 meningkat merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan pemerintah dengan tetap mengedepankan
perlindungan dan distribusi kebutuhan hidup dasar dan hewan ternak untuk masyarakat selama dikarantina wilayah.
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PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah permasalahan global yang masih belum
terselesaikan hingga saat ini, akibat dari adanya pandemi Covid-19 di seluruh negara-negara di dunia
sehingga mengalami krisis kesehatan, tidak terkecuali negara Indonesia. Penyebaran Covid-19 sudah
bersifat luar biasa ditandai dengan jumlah kasus yakni jumlah kematian yang meningkat dan meluas
di lintas wilayah dan lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejauh ini pemerintah
Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
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Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) kelompok besar mutasi virus SARS-CoV-2, yakni
varian virus yang pertama meliputi 3 (tiga) jenis yaitu: B117 yang telah menyebar ke 130 negara
termasuk Indonesia; B1351 yang telah menyebar pada 80 negara dan pertama kali ditemukan di
Afrika Selatan; dan B11281 yang telah menyebar pada 50 negara dan pertama kali ditemukan di
Brazil dan Jepang. Kemudian varian virus yang kedua yaitu B1617 yang pertama kali ditemukan di
India dan telah menyebar ke-120 negara (Fakultas Kedokteran Ul, 2021). Sedangkan berdasarkan
data kasus Covid-19 di Indonesia dikutip dari Worldometers tercatat sebanyak 729.121 kasus yakni
pada 29 Desember 2020, hingga sebanyak 4.240.479 pada 25 Oktober 2021 (Worldometers, 2021).
Hal ini yang membuktikan bahwa kasus Covid-19 meningkat setiap tahun dan tidak menutup
kemungkinan kasus Covid-19 akan tetap bertambah pada setiap tahun yang akan datang apabila tidak
diatasi lebih lanjut dengan kebijakan yang lebih efektif dan komperehensif yaitu dengan
pemberlakuan kekarantinaan wilayah atau lockdown (Pasal 53, 54, dan 55 UU No. 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan).

Kebijakan karantina wilayah atau lockdown tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
yang mengamanatkan kepada presiden untuk menyatakan keadaan bahaya atau darurat (Pasal 12
UUD NRI Tahun 1945). Termasuk kedaruratan kesehatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.
Dalam menentukan suatu konstitusionalitas kebijakan pemerintahan pusat dan/atau daerah terdapat
nilai (value) utama yang terkandung dalam konstitusi. Nilai utama yang dimaksudkan seperti
martabat manusia (human dignity) dan diikuti dengan kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom)
sebagai nilai pendukung yang dikemas dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi
(Raines Wadi, 2020: 614). Agar tercapainnya nilai-nilai tersebut harus adanya sinkronisasi antara
pemerintahan pusat dan/atau daerah sebagai bentuk koordinasi dalam menerapkan berbagai kebijakan
dalam hal ini yakni kekarantinaan wilayah atau lockdown.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUUXII1/2015 juga memiliki penjelasan
yang selaras dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa pemegang kekuasan tertinggi dalam
pemerintahan adalah presiden, dengan demikian tanggung jawab akan pelaksanaan pemerintahan
berada pada presiden (pemerintah pusat). Menjadi rasio logis bahwa penyelenggaraan pemerintahan
berada di tangan pemerintah pusat, di samping itu pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab
dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang yang termasuk dalam lingkup otonominya dan
bertindak atas nama negara. Oleh karenanya melalui UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kekarantinaan Kesehatan), bahwa penetapan mekanisme
kekarantinaan kesehatan adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun
pemerintah daerah hanya sebagai bagian penting (sub koordinat) dalam pelaksanaan penanganan
wabah penyakit tersebut dalam kaitannya dengan kasus Covid-19 (Pasal 49 ayat (3) UU
Kekarantinaan Kesehatan).

Oleh karena itu kekarantinaan kesehatan atau lockdown merupakan bentuk solusi kebijakan
pemerintah yang nantinya dapat dapat diterapkan apabila angka kasus Covid-19 mengalami
peningkatan. Adapun dalam penerapannya harus mengedepankan hak asasi manusia dan hak asasi
warga negara, baik dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan lainnya,
sebab hal tersebut merupakan amanat UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur tanggung jawab
pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitas yakni ketersediaan sumber daya yang
diperlukan dalam proses penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (Pasal 55 ayat (1) UU
Kekarantinaan Kesehatan). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian kami akan mengkaji
berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19
ditinjau dari UU Kekarantinaan Kesehatan, serta apa saja kendala dan solusi pemerintah ketika
karantina wilayah nantinya diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Kewenangan dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19 Ditinjau
dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan

Pertanggungjawaban pemerintah (perwakilan negara) dalam menangani pandemi Covid-19
merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara sebagai otoritas yang melayani masyarakat. J.J
Rouseau dalam bukunya Kontrak Sosial (Du Contract Social) menyatakan bahwa negara
berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan menjamin hak masyarakat karena adanya kontrak
sosial yang dibuat antara masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab disini salah satunya adalah
pada aspek pertanggungjawaban terhadap perlindungan hak kesehatan dan hak hidup yang dimiliki
oleh masyarakat (Jean Jacques Rousseau, 1986: xiv).

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan
jaminan kesehatan dari negara merupakan hak bagi warga negara atau masyarakat. Karantina wilayah
merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada
masyarakat, dengan kata lain karantina wilayah memanglah dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang
ada di Indonesia.

Jika merujuk kepada UU Kekarantinaan Kesehatan, telah diatur secara khusus mengenai
kewenangan dan tanggung jawab pemerintah yaitu pada BAB Il tentang Tanggung Jawab Pemerintah
Pusat dan Daerah Pasal 4, 5, dan 6. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko
kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Kemudian pada Pasal 6 disebutkan bahwa “Pemerintah
pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan
dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”.

Salah satu mekanisme perlindungan berupa karantina yang diatur di dalam UU Kekarantinaan
Kesehatan adalah karantina wilayah atau lockdown. Kebijakan kekarantinaan wilayah atau lockdown
adalah mekanisme menutup semua kegiatan masyarakat pada suatu wilayah serta perbatasannya
dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan
dasar hidup warga negara. Penerapan karantina wilayah merupakan langkah yang tepat digunakan
oleh pemerintah untuk mengatasi kasus Covid-19 apabila terjadi peningkatan. Hal ini dikarenakan
agar jangan sampai pada saat situasi Covid-19 telah menurun disuatu wilayah, namun karena pada
wilayah lain terdapat lonjakan kasus Covid-19 tetapi tidak diterapkan karantina wilayah sehingga
berdampak luas kepada masyarakat di wilayah lain.

Sebagai upaya memberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan terutama karantina wilayah apabila
kasus Covid-19 meningkat, tentunya norma hukum yang mengaturnya harus sesuai dengan syarat
keberlakuan suatu hukum dan validitas hukum. Menurut Meuwissen, validitas suatu norma hukum,
dalam arti “keberlakuan” suatu kaidah hukum akan terpenuhi apabila syarat-Syarat berikut telah
diakomaodir, yaitu (Arief Sidharta, 2009: 46):

1. Keberlakuan social atau factual. Artinya kaidah hukum tersebut dalam realitas sosial diterima dan
dipergunakan oleh masyarakat secara umum, termasuk dengan penerimaan terhadap sanksi yang
terdapat didalamnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Keberlakuan yuridis. Suatu aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur pembuatan
peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Serta tidak adanya pertentangan norma
terutama dengan norma yang posisinya lebih tinggi.

3. Keberlakuan moral. Agar suatu norma dikatakan valid, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Misalnya kaidah hukum tersebut
tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau bertentangan dengan kaidah-kaidah yang
ada didalam agama dan kepercayaan masyarakat.
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Jika melihat penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan khususnya penerapan karantina wilayah
ditinjau dari teori validitas norma yang dikemukakan oleh Meuwissen, maka dapat dikatakan bahwa
norma yang mengatur karantina wilayah yakni dalam Pasal 14 sampai 18 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah valid berlakunya dan dapat diterapkan karena
telah memenuhi keberlakuan sosial atau faktual, keberlakuan yuridis dan keberlakuan moral.
Keberlakuan sosial atau faktual telah terpenuhi sebab UU Kekarantinaan Kesehatan lahir untuk
menghadapi darurat kesehatan, mengakomodir permasalahan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sebab dalam teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa
hukum dibentuk untuk mewujudkan kebermanfaatan, sehingga tercipta kebahagiaan bagi sebanyak-
banyaknya masyarakat (Miftakur Rohaman, 2021: 293).

Kemudian berkaitan dengan keberlakuan yuridis, apabila dikaji berdasarkan teori hukum murni
(pure theory of law) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa suatu norma hukum selalu
berada dalam sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis, dimana antara satu norma dengan norma
lain tidak bertentangan, yang semuanya bersumber dari norma dasar (konstitusi) (Munir Fuady, 2013:
117). Artinya suatu norma hukum dikatakan valid apabila telah sesuai dengan konstitusi dan
merupakan perintah dari konstitusi. Adapun keberadaan dari Pasal 14 sampai 18 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah karena amanat atau perintah dari
konstitusi, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945.

Sementara terhadap keberlakuan moral, kehadiran UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur
terkait karantina wilayah lahir untuk melindungi hak warga negara atau hak kesehatan yang secara
umum merupakan amanat Alenia ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Pembatasan yang dilakukan oleh
pemerintah ketika karantina wilayah diterapkan sejatinya tidak melanggar HAM dikarenakan
kebutuhan masyarakat ditanggung oleh pemerintah yang selaras dengan bunyi Pasal 6 dan pasal 55
ayat (1) UU Kekarantinaan Keseshatan yang pada intinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab dalam ketersediaan sumber daya bagi masyarakat.

Kendala dan Solusi Pemerintah ketika Penerapan Karantina Wilayah

Permasalahan yang dihadapi pemerintah di awal munculnya pandemi Covid-19 adalah timbulnya
disparitas kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya saja ketika awal
kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni ketika sebagian daerah menetapkan untuk
memilih karantina wilayah atau lockdown. Tercatat beberapa daerah yang menetapkan untuk memilih
lockdown atau semi-lockdown, yaitu; Solo yang menetapkan semi-lockdown, Tegal full lockdown,
Papua semi-lockdown, Maluku semi-lockdown. Penerapan lockdown atau semi-lockdown yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan penyebaran penyakit Covid-19 yang meningkat
dengan signifikasi kasus yang terus bertambah (Cantika Adinda Putri, 2020).

Adanya disparitas kebijakan tersebut timbul akibat dualisme penafsiran di dalam Undang-Undang
No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) (Raines Wadi, 2020: 614). Di dalam UU Pemda, perihal kesehatan
masuk ke dalam urusan konkuren. Yakni adanya pembagian antara pemerintah pusat, daerah
provinsi/kab/kota (Sherlock Halmes Lekipiouw, 2020: 563). Dalam konteks otonomi daerah, yakni
daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga timbul
penafsiran bahwa daerah juga berwenang menetapkan lockdown tanpa menunggu istruksi dari
pemerintah pusat.

Akan tetapi jika merujuk secara yuridis pada UU Kekarantinaan Kesehatan, maka pemerintah
pusatlah yang berhak menetapkan karantina wilayah. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 49 ayat 3
yang berbunyi “Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh menteri”. Adapun menteri yang dimaksudkan disini adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. kewenangan pemerintah daerah pada
keadaan karantina wilayah adalah turut membantu penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana
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tertuang di dalam Pasal 55 ayat 2 UU Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga berdasarkan asas lex
specialis derogat legi generalis, maka semua pemerintah daerah harus tunduk pada ketentuan UU
Kekarantinaan Kesehatan. Sebab UU Kekarantinaan Kesehatan adalah UU yang lebih khusus
dibanding UU Pemerintahan Daerah. Serta penetapan status karantina wilayah oleh pemerintah pusat
bertujuan agar tidak tercipta kompleksitas kebijakan.

Edwards 111 berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai tahapan proses
kebijaksanaan, yang mana posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome) dan juga
mengidentifikasikan beberapa aspek yang diduga dapat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan,
antara lain; komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari
beberapa aspek tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun
tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh antara aspek lainnya (Aji
Wahyudi, 2016: 100).

Faktor-faktor di atas seperti komunikasi sampai dengan struktur birokrasi antar daerah tentu
berbeda. Kemudian karakteristik sosial budaya seperti pola kebiasaan, pengetahuan dan tingkat
kepercayaan terhadap sesuatu tentu akan berbeda pula (R. Satya Masna Hatuwe, DKkk., 2021: 85).
Sehingga atas persoalan tersebut, maka diperlukan pendekatan yang bersifat sosial budaya. Melalui
pendekatan sosial-budaya, yang di dalamnya menekankan pada nilai adat istiadat, kondisi sosial, serta
dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, maupun tokoh agama diharapkan
dapat menggerakkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penerapan karantina wilayah atau
lockdown. Keterlibatan berbagai tokoh masyarakat tersebut tentunya sangatlah penting untuk
menyentuh berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang perspektif
dan kepercayaan terkait keberadaan Covid-19. Dalam hal ini pemerintah harus hadir dan
mengupayakan cara yang solutif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mengingat upaya
penanganan pandemi Covid-19 tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dari berbagai stakeholder,
terutama masyarakat. Karena bagaimana mungkin kita bisa keluar dari kondisi yang sedang dialami
oleh bangsa ini sementara masyarakatnya juga masih banyak yang tidak percaya terkait Covid-19 dan
merasa acuh terhadap himbauan dari pemerintah (Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, 2021: 332).

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberlakukan karantina wilayah/lockdown
adalah karena adanya persepsi masyarakat yang menilai kebijakan ini menyulitkan masyarakat dalam
melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Hal ini meskipun beresiko besar, tetapi tetap harus diterapkan
guna menghentikan penyebaran Covid-19 yang meningkat. Penerapan lockdown sebenarnya adalah
perluasan dari social distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mencakup
wilayah dan teritorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami lockdown yakni sama
halnya telah menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat, Hal ini pun selaras yang
telah diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan (Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020: 233).

Penerapan kebijakan lockdown bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini sangatlah sulit. Karena
manusia tidak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan bergeraknya dari satu tempat ke
tempat yang lain. Oleh karenanya, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan
keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan
harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan
tersebut. Sedangkan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan
peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model Helmut Wollman menguraikan evaluasi
pelaksanaan kebijakan terbagi menjadi tiga tipe utama, meliputi; ex-ante evaluation, on-going
evaluation, dan ex-post evaluation (Olga Y. L. Lintjewas, Femmy Tulusan, dan Maxi Egeten, 2016:
88).

Solusi yang ditawarkan apabila pemberlakuan lockdown diterapkan oleh pemerintah yang
nantinya terdapat protecting dan distribusi untuk masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup
selama dikarantina wilayah. Protecting adalah melindungi atau memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi.
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Distribusi adalah pelayanan dan penyaluran bantuan oleh pemerintah kepada masyarakat (Eko
Sutoro, 2020). Sehingga pemerintah desa melakukan protecting terhadap masyarakat desa agar
terhindar dari keterpurukkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan 34 Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa besaran BLT
(Bantuan Langsung Tunai) Desa (selanjutnya disebut BLT-Desa) yang diberikan yaitu; 1) Rp.
600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima BLT-Desa, 2)
Rp. 300.000,00 untuk bulan keempat sampai bulan keenam setiap keluarga penerima BLT-Desa. Oleh
karena itu perlu adanya optimalisasi pengelolaan dana desa demi mendukung kehidupan masyarakat
selama penerapan karantina wilayah/lockdown.

Selain menggunakan dana desa dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan
karantina wilayah, pemerintah dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (selanjutnya disebut SILPA). SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan
pembiayaan netto. Jika dilihat pada tahun 2020 SILPA yang dimiliki oleh Indonesia berjumlah cukup
besar. Menurut Ekonom senior Fadhil Hasan, Indonesia sudah seharusnya mengoptimalkan SILPA
yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2020 yang berjumlah Rp. 385 Triliun (Trio Hamdani, 2021).

Adapun saran dari kami atas penelitian ini yaitu perlu adanya kelembagaan konkuren yang
menerapkan sistem perpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini dilakukan dengan
syarat adanya pembagian kerja yang jelas dengan sekuens yang jelas. Kemudian melakukan
optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan, institusi pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat seperti
tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen kesehatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat
terkait bahaya Covid-19. Sementara bagi Pemerintah desa sebagai sub koordinat yang paling dekat
dengan masyarakat dan memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat harus
mengoptimalkan pengelolaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian membuat
program jangka panjang yang mampu menjadi solusi atas munculnya kemiskinan baru dampak
pandemi Covid-19, seperti peningkatan sumber daya masyarakat desa dan optimalisasi di sektor-
sektor usaha masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan karantina wilayah pada saat kasus Covid-19 meningkat merupakan suatu langkah yang
tepat. kekarantinaan kesehatan atau lockdown merupakan bentuk solusi kebijakan pemerintah yang
nantinya dapat dapat diterapkan apabila angka kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Pembatasan
yang dilakukan oleh pemerintah ketika karantina wilayah diterapkan sejatinya tidak melanggar HAM
dikarenakan kebutuhan masyarakat ditanggung oleh pemerintah yang selaras dengan bunyi Pasal 6
dan Pasal 55 ayat (1) UU Kekarantinaan Keseshatan yang pada intinya pemerintah pusat dan
pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam ketersediaan sumber daya dan kebutuhan hidup
dasar setiap orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina. Adapun
permasalahan disparitas kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan
karantina wilayah solusinya adalah pemerintah pusatlah yang berhak menetapkan karantina wilayah
sebagaimana ketentuan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Penetapan status karantina wilayah oleh
pemerintah pusat bertujuan agar tidak tercipta kompleksitas kebijakan.

Solusi yang ditawarkan apabila pemberlakuan lockdown diterapkan oleh pemerintah adalah
adanya protecting dan distribusi untuk masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup selama
dikarantina wilayah. Pertama, pemberian dan pengoptimalan dana desa yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat yang berada di zona karantina wilayah sebagaimana telah diatur di
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan 34 Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

UKInstitute



Indonesia Berdaya, 3(1), Januari 2022, - 59

Kedua, pemerintah dapat menggunakan SILPA yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2020 yang
berjumlah Rp. 385 Triliun.
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